BUPATI RAJA AMPAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang

Mengingat

b.

d.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meleslarikan
ekosistern laul termasuk keancka ragaman hayati  yang
lerdapat  didalamnya guna dapat dimanfaatikan secara
hertanggungjawab  dan  berkesinambungan, maka sesuai
kewenangannya Pemerintah Daerah telah menindaklanjutinya
dengan menetapkan Peraturan Dacrah Kabupaten Kaja Ampat
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut
Daerah;

bahwa dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka secara teknis penanganan Kawasan Konservasi
Perairan (KKP) perlu dibentuk suatu lembaga /unit kerja teknis
yang sceara spesifik melaksana tugas dan fungsinya sebagai
pengelolaan, pengawasan dan pengendalian atas kawasan
tersebul;

bahwa untuk melaksanakan logas dan fungsi teknis
sehagaimana dimaksud pada huruf b, maka sesual amanat
Pasal 85 avat (1), ayat(2), dan ayat (3}, Peraturan Dacrah
Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu
dibentuk UPID Dinas Kelautan dan Perikaman Kabupaten
Raja Ampat yang secara spesifik membidangi dan
melaksanakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan KKP
vang telah ditetaplun di wilayah pesisir, perairan dan pulau-
pulau kecil dalam Kabupalen Raja Ampat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, hural b, dan huruf ¢, maka perlu dibentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja UPTD-KKP pada Dinas Kelautan Dan
Perikanan Kabupaten Raja Ampat,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Daerah Otopnom Provinsi Irian Barat dan  Kabupalen-
kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik mdonesia Nomaor 2807 |;

Undang-Undang Nomer & Tahun 1974 tentang Poliok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1974 MNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041);
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Undang-Undang Nomor & Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 449, Tambahan
Lembaran Negara Republhk Indonesia Nomor 34 149);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinst Papua |[Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana (clah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Penpgganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahn 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 4584 2);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegpunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten  Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaitmana, Kabupaten Boven
Digocl, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor
42415);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-unduangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang MNomor 31 Tahun 2004 tenlang Perikanan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tabhun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonicsia
Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang perubahan Atas Undang-Undang menjadi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
4548];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Ferimbangan
Kenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4438\,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
Undang-undang  Momor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwiasataan (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun
2009 MNomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3427);

Peraluran  Pemermilah  Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian  Pencemaran dan  atau Kerusakan  Laut
{Lembaran Nepara Republik ndonesia Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);



13.

14,

16.

37

/it

20.

21.

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor : 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatam PNS dalam Jabatan Siruktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018} schagamimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang
Pendidikan dan Pelalihan Jabatan PNS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor A019);

Peraturan Pemeriniah Nomer @ Tahun 2003, tentang
Woewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Fenvelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Fembagian Urusan Pemerniahan  antara Pemerintah  dan
Pemerintah  Propinsi/Kabupaten,/ HKota ([Lembaran XNegora
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkal Daerah [Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Megara Kepublik Indonesia Nomor 4741);

FPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007  tentang
Konservasi Sumber Daya Tkan (Lembaran Negara Repuhlik
mdonesina Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4779);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
lentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Pedoinan Organisasi Perangkal Dacrah;

Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 1| Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah  Menjadi Kewenangan  Pemerintah
Kabupaten Eaja Ampat [Lembaran Daerah Kabupaten Raja
Ampat Tahun 2008 Neomor |, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor & Tahun
2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Dacrah Kabupalen Raja Ampat,

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentulcan
Susunan Struldur Organisasi Tata Kerja Inspeliorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis
Dacrah Kabupaten Raja Ampat.
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BUPATI RAJA AMPAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUEKAN

STRUKTUR  ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEENIS DINAS KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABLUPATEN RAJA AMPAT.

EBAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
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Dacrah adalah Kabupaten Raja Ampal;

Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas olonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi scluas luasnya dalam sistem  dan prinsip Negars
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Dacrah Otonom yang lain
sehagal Badan Eksekotif Daesral:

Kepala Dacrah adalah Bupati Raja Ampat;

Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yang
selanjutnya disingkal DKP Kabupaten Raja Ampat;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja
Ampat;

Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Kepala Unil Pelaksana
Teknis Daerah adalah Kepala UPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Raja Ampat;

Kawasan Konservasi Perairan yang sclanjutnya disingkat KKP adalah Kawasan
Koservasi Perairan yang berada dalam  wilayah administratif Pernerintah
Kabupaten Raja Ampat;

Unil Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konscervasi Perairan vang sclanjutnya
sitigkal UPTD-KKF adalah Unil kerja vang berada dibawah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Rma Ampat yang secara teknis melaksanakan sebapian
urusan Dinas Kelaulun dan Perikanan dan berfungsi scbagai mengatur,
mengelola, mengawasi serta mengendalikan kawasan Perairan yang ditetapkan
menjadi kawasan konservasi ekologi dan ekosistem laut;

Pemangku kepentingan adalabh Lembaga Swadaya Masvarakat/(LSM) yang lerdiri
atas Conservation International Indonesia (CIT), The Nature Conservancy (TNC),
Coremap, dan pihak ketiga sebagai Denatur;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nepara vang sclanjutnya disingkai APBN
adalah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah:

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Propinsi vang selanjulnya disingkat

AFBD  Propinsi adalah APBD Propinsi Papua Barat merupakan sumber
pembiayaan yang berasal dari Pemenntah Propinsi Papua Barat,

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBL) Kabupaten Raja Ampat merupakan sumber pembiayaan vang
berasal dari Pemerinlah Kabupaten Raja Ampat;

. Sumber penerimaan lamn adalah sumber pembiayaan vang berasal dari pihak

ketiga scbagai donatur yang peduli terhadap pengelolaan kawasan ekosistem laut
di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat;
Penyidik Pegawar Negeri Sipil yang selanjutnya disingkal PPNS adalah Pegawai
Negeni Sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan
Daerah dibidang Perikanan;
Petugas Penyuluh Lapangan yang selanjuinya disingkat PPL adalah Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kelaulan dan Perikanan Fang mempunyai
kompetensi dan sccara khusus menguasai bidang perikanan;
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Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang
dibutuhlian sesuai kemampuan dan kompetensi pada UPTD-KKFP Dinas Kelaulan
dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, yang terdini atas PNS yang mempunyai
kemampuan dan kompetensi, Conservation International Indonesia (CH), The
Nature Conservancy (TMNC), Coremap, dan Tokoh Masvarakat;

Satuan Tugas Pengamanan Patroli Laut KKP yang sclanjutnya disingkat Salgas
PZL-KKP, yang terdin atas PPNS Perikanan, PPl Penkanan, karyvawan CI,
karyawan TNC, karyawan Coremap, dan kelompok masvarakat,

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
Bagian Kesatu

Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD-KEKP pada
Dinas Kelautan dan Pertkanan | DKP ) Kabupaten Raja Ampat.

(L]

(2)

(1}

{2)

(3}

(1)

Sy

Bagian Kedua
Susunan Oganisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD-KEP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupalen
[Kaja Ampat, terdiri atas :

d. Kepala UPTL;
h. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah T,
Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah I1;

Sub Uit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah TV;
Sub Umit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah V;

C
d.
¢. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilavah II;
[
4

Satuan Tupgas P2L - KKP;
Kelompok Jabalan Fungsional.
Stmktur organisasi UPFTD-KKP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Raja Ampal lerdapat dalom lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan
vang lidalk lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

UPTD-KKP pada Dinas Kelaulan dan  Perikanan Kabupaten Raja Ampat
dipimpin oleh seorang kepala unit yang secara teknis operasional berkedudukan
di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalun Sekretaris Daerah.
Kepala UPTD-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara adminisialil
berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat,

Kepala UPTD-KKP sebagaimana  dimaksud pada ayat [2), diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas wsul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
melalui Sekretans Dacrah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal §

Kepala UPTD-KRT mempunyai tugas melaksanakan schagian urusan teknis
Dinas Kelaulan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat dibidang Ekologi dan
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Ekosistem laut, pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia yang terkait

dengan Pengelolsan kawasan Kawasan Konservas: Perairan,

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada avat [1), UPTD-KKF,

mempunyal fungsi :

4. perumusdn  kebijakan teknis di bidang Pengelolaan, Pengawasan dan
Fengendalian KKP;

b, pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan. Pengawasan dan Pengendalian
KKP;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan, Pengawasan dan
pengendalian  dengan  inslansi/unit  kerja  terkait  seria pemangla
kepentingan lainnya;

d. penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakal dalam kawasan
KKP;

2. ponyusunan program pengembangan sumber daya manusia dalam kawasan
KKFP:

[ pelaksanaan kerja sama  penelitian dan pengembangan ilmu pengetaliuan
dibidang ekologi dan ckosistem laut: dan

#. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan [ungsinya.

BAB IV
ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 6

kepala UFTD-KKP adalah jabatan struktural eselon [V/a,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/b.
Kepala Sub Unit adalah jabatan struktural eselon TV /b,

Pasal 7

Pengangkatan Pejabat struktural eselon [V/b, pada UPTD-KKP adaluh Pegawai
Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang kelautan
dan perikanan.

Pejabat Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi syarat kepanglkatan dan pendidikan penjenjangan strulktural.
Peinbat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretans Daerah, atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BABV
EELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
kompetensi, spesifikasi, beban kerja dan kebunihan.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
Kelompok jahatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
Pegawal Negeri Sipil yang mempunvai spesifikasi dan kompetensi dibidang
kelautan dan perikanan, pemangku kepentingan  yang  terkait dengan
pengelolaan KKP, dan tokoh masvarakat yang berada dalam kawasan KK
Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3],
ditunjule dan ditetapkan dengan Kepulusan Bupati.

Keputusan Bupali schagaimana dimaksud pada ayal (1), masa berlalunya 1
(satu} tahun dan akan diperpanjang kembali setiap tahunnya.
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(2)

(3)
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan tugas pengelolaan, pengawasan dan pengendalian KKP di wilayah
Kalbupaten Haja Ampat oleh UPTD-KKP, dibebankan pada APBD Kabupaten Raja
Ampal, APBD Propinsi Papua Barat, APBN dan sumber pembiayaan lain vang sah
dan tidak mengikat.

Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan
diluangkan kedalam suatu Nota Kesepakatan Kerja Sama atau Memorandum ol
Understanding /{MoU] dan ditanda tangani oleh Bupatl dan pihalk Ketiga sebagai
donatur,

Penunjukan dan penetapan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (9] ayat (1), pembebanan biava dibebankan pada APBD Kabupaten
Raja Ampat,

Pasal 11

Dalam menunjang proses penyelenggaraan administrasi Kantor pada UPTD-KKP,
Pemerintah Dacrah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan dan menetaplkan
besarnya  dana  operasiconal setiap tahun anggaran discsuaiken dengon
kebutuhan,

Dana  operasional kantor UPTD-KKP sebagaimana dimaksud pada aval (1),
dialoksikan dalam APBD Kabupaten Raja Ampal dan dimasukan kedalam kode
relkening belanja pada Dinas Kelauian dan Perikanan kabupaten Raja Ampat.

BAB VII
TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 12

Kepala UPTD-KKP dalam melaksanakan tugasnya  dibawah pengendalian
Kepala DKF Kabupaten Raja Ampat,

Kepala UPTT-KKR, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi
dan Simplikasi di lingkungan UPTD-KKP dengan instansi lain di luar onit
kerjanya serta pemangku kepentngan lainnya  disesuaikan dengan  bidang
tugasnya.

Kepala UPTD-KER, wajib mengendalikon pelaksanaan tugas dan fungsi sceara
mtern di hnglkungan unit kerjanya,

Kepala UPTD-KKP, bertanggungawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan, memberikan arahan serla memberikan petunjuls dalaam pelaksanaan
Llugasanya.

Kepala UPTD-KKP dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan
pengavwasan terhadap saluan organisasi dibawalinya,

Kepala UPTD-EEP dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun
dacrab, lembaga usaha, lembaga swadayn masyarakal, alan  pemanglku
kepentingan  lainnya didaerah, dan masyarakat dalam kawasan KKP guna
membahas hal-hal teknis terkail dengan pengelolaan KKE.

Masing-masing Kepala Sub Unit  dalam berkoordinasi dengan pemanghku
kepentingan lainnya tetap dibawah kendali Kepala UPTD-KKP,

Pasal 13

Dalam melaksanakan lugas dan fungsinya, Kepala Unit pada masing-masing wilayah
KKP, karena jabatannya bertindak scbapgai koordinator dalam mengkoordinir semua
pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan KKP di wilayah pesisic
pantai, perairan laut, dan pulauw-pulau kecil dalam kawasan KKP.
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Bagian Kedua
Uraian Tugas
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelengearakan  Wrusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasai dan pelaporan dalam pelaksanaan
lugas pada saluan organisasi,

Pasal 15

Suby bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam melaksanakan

fugasnya mempunyai fungsi |

a. perumusan kebijakan teknis ketatausnhaan:

b, penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;

¢ penyelengearaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dolumentas:,
inlormasi, perlengkapan, dan rumah langea,

d, penvusunan bahan perencana kebutuhan pegawai, penpembangan pogawal,
kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawal scria tata usaha
kepegawaian;

¢. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembultuan dan penyusunan laporan
keuangan operasional UPTD- KKP;

f.  pengelolaan keuangan operasional pengelolaan, pengawasan dan pengendalian
KK yang bersumber dar APBLD, APBN, serta sumber penerimaan lain yang sah
dan tidak mengikat;

g mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja pada unit-unit kerja pada UPTD-
KKP;

h.  mengkoordinir penyclenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

L. mengkoordinir penyelenggaraan tugas satuan organisasi UPTD-KKP; dan

J. penyusunan laporan pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha.

Sub Unit KKP
Pasal 16

Sub unit KKP merupakan unit teknis yang secara spesifile melaksanakan tugasnya
dibidang Lkologm dan Ekosistem laut, Pengembangan Ekonomi, dan Sumber Daya
Manusia dalam kawasan KKP.

Pasal 17

Sub Unit KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terbag kedalam hma wilavah

KKP, vang terdin atas :

4, Sub unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah I membawsahi
EKP Kepulauan Avau-Asia;

b. Sub unit Pengelolaan, pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah [l membawahi
KEP Teluk Mavalibit:

¢. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah 11l membawahi
KKP Selat Dampir;

d. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalinn KKP wilayah TV membawahi
EEP Misal:

€. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KEP wilayal V membawahi
KEP Kofiau dan Boo.




Pasal 18

Sub Unit KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam melaksanakan tugasnya

masing-masing mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja pada Sub Unit KKF;

b. pelaksanaan program kerja pada Sub Unit KKF;

c. pelaksanaan keglatan pengawasan dun pengendalian, serta perlindungan dan
pelestarian potensi sumber daya laut dan ekosisternnya dalam kawasan KKP,

d. mengkoordinir pelaksanaan pengamanan dan pengawasan dalam wilayah KKF,
mendorong pelaksanaan program-program alternatif dalam rangka pemberdayaan
eltonomi  masyarakat disekilar kawasan KKP dengan memanlaatkan potensi
sumber daya alam yvang tersedia;

f. mengadakan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya untuk
pengembangan program-program alternatil  ckonomi di setiap lokasi kawasan
KKF;

o mengadakan pembinaan kepada masyarakat di sekitar dan dalam kawasan KKF
di bidang sosial budaya;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di setiap lokasi KKF;

i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub unit KKP,

j. melaksanakan tugas lain yang diberikun oleh kepala UPTD-KKFP, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Satgas P2L - KKP
Pasal 19

(1) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian wilayah KKF, dilakokan oleh
Satgas P2L-KRKP.

(2] Salgas P21-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin atas PPNS Kelautan
dan Perikanun, PPL Kelautan dan Perikunan, pemangku kepentingan dan
masyarakat.

Pasal 20

Tugas dan fungsi Satgas P21 KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, secara
teknis akan diatur lebih lanjut  dalam bentuk petunjuk pelaksanaan sebagai
pedoman kerja.

BAEB VIII
KETENTUAN PERALITHAN
Pasal 21

(1) UPTD-KKP akan ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah
tersendiri  yang secara teknis melakukan tugas khusus terhadap pengelolaan
kawasan KKP, dilakukan setelah UPTD-KKP  berjalan selama 2 tahun.

(2] Peningkatan status schagaimana dimaksud pada ayat (2}, dilakukan melalu
sualu  proses cvaluasi terhadap pengelolaan keuangan duan administrasi serta
kinerja apartur pengelolanya.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

{l} Hal-hal teknis vang terkait langsung dengan  pengelolaan terhadap kawasan-
kawasan KKI?, akan diatur lebih lanjut dengan pihak pemangku kepentmgan
sebagai pengelola kawasan dan dituangkan kedalam suatu kescpakatan kerja.

{2) Dengan berlakunya Peraturan Bupali ini, maka Peraturan Bupati Raja Ampat
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelautan dan Perikanasn Kawasan Konservasi Laut Daerah  Kabupaten Raja
Ampat, di cabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Bupati ini berlaku scjak tanggal diundanglan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berila Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 9 Desember 2011

BUTATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs. MARCUS WANMA M. Si

Diundangkan di Waisa
Pada tangeal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAI KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/STT
Drs. FERDINAND DIMARA, Msi
FPEMBINA UTAMA MUDA
MIP. 19571212 195303 1 03]

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOIR 7

Untuk salinan yvang sah sesuai dengan salinya
An. SEKRETARIS DAERAT] KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN




PENJELASAN ATAS
PERATURAN BEUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

FPEMBENTUEAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KHONSERVAEI PERAIRAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

[. Penjelasan Umum

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan dacrah guna
mengupayakan peningkatan pelayanan kemasyarakatan dibidang konservasi,
maka perla dibentuk suatu lembaga pemerintaban yang secara khusus mewadahi
polayanan  kemasyarakatan guna melindungl keanckasragaman  hayati dan
ekosistemnya, dengan tetap memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya
TNanusia yang mempunyal peran utama untuk menjaga dan melestarikannya,

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka
uniuk menjawab dan menanggulanginya perlu dibentuk suatu Unit Pelaksana
Teknis Dinas/[UPTD] pada hnas Kelaulan dan Perikanan, vang sccara khusus
melaksanalkan  dan mengembangkan tugas dan berkewajiban penub dalam
rangka mengawas dan memelihara tatanan dan budaya masyarakatl adat yang
secara lurun —temurun telah menjaga serta melindung Kawasan Konservasi
Perairan (KKPjdi Dacrah guna kelestarian keanekaragaman havati didalamnya.

Ienpan demikian Bupati Raja Ampat telah mengamlbnl langkah kebijakan
dengan  menetaplkan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan  deklarasi
masyarakat lokal yang dibahas melalul mekanisme perundang-undangan untuk
menelapkan suatn unit kerja teknis khusus yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan sebagian urusan Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang ekologi
dan chosistem lanat, yvakni UPTD-KKP tenlang Konservasi di wilayah pesisir,
perairan, dan pulan-pulan keeil Kabupaten Raja Ampat.

f[l. Pasal Demi Pasal

Pazal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Culkup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Fasal 4

Culeup Jelas
Pasal 5

Culkup Jelas
Pasal &

Cukup Jelas
Pasal 7

Culkup Jelas

| RS




Pasal §

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Fasal 11

Culkup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Culup Jelas
Fasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Culcup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Fasal 2]

Cukup Jelas
Pagal 22

Culkup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelasg

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR |
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